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Abstrak 

Penelitian ini mengungkapkan persamaan dan perbedaan pengawasan Lembaga 

Pengelola Zakat (LPZ) di Indonesia dan Kuwait, dengan konsep dasar maslahah mursalah 

yang dijadikan sebagai patokan untuk melihat sebab atau alasan  persamaan dan 

perbedaannya. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan teknik 

pengumpulan data library research dengan melakukan kajian peraturan perundang-

undangan zakat negara Indonesia dan Kuwait, ditambah mengutip buku-buku hukum dan 

non hukum, kitab dan buku fikih dan ushul fikih, artikel jurnal, repositori skripsi dan 

tesis, serta website-website sebagai pengayaan, yang berhubungan dengan topik ini. 

Dengan melihat sebab-sebab dan kondisi masyarakat kedua negara, serta memperhatikan 

aspek maslahah mursalah, kemudian membandingankannya, maka penelitian ini berhasil 

menyimpulkan bahwa pengawasan LPZ di kedua kedua negara memiliki persamaan dan 

perbedaan dalam regulasi maupun praktiknya. Di Indonesia regulasi pengawasan amatlah 

rumit dalam peraturan perundang-undangan zakat, sedangkan pengawasan di Kuwait 

amatlah sederhana dengan aturan yang cukup singkat. Sedangkan keduanya memiliki 

aturan tertulis berbentuk peraturan perundang-undangan zakat, terdapat pengawasan 

internal maupun eksternal LPZ.  

Kata Kunci: Maslahah Mursalah; Pengawasan; Lembaga Zakat; Indonesia; Kuwait 

PENDAHULUAN 

Adanya pengawasan terhadap Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) adalah 

improvisasi dari pengelolaan zakat klasik. Dahulu pengelolaan zakat bersifat 

sederhana yang diurus oleh amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah Islam kala 

itu, tanpa adanya pengawasan yang formal seperti saat ini. LPZ adalah 

representasi dari amil zakat (panitia zakat) di masa kini yang tugasnya kian lama 

makin kompleks, tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan pendistribusian saja, 

namun sampai kepada pendayagunaan dana zakat, infak, shadaqah dan dana sosial 
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keagamaan lainnya (DSKL).
3
 Sehingga dalam praktek pengelolaan, pengawasan, 

dan bentuk regulasi zakat di berbagai negara yang berpenduduk muslim, memiliki 

persamaan dan perbedaan satu sama lain, yang disesuaikan dengan hajat, kondisi 

sosial, politik dan ekonomi masyarakatnya. Walaupun begitu, pada inti tujuannya 

adalah bermuara pada tuntunan syariat Islam yaitu Surah At-Taubah ayat 60 di 

dalam pelaksanaannya.
4
  

Maka dari itu semakin majunya zaman, pengawasan terhadap lembaga 

keuangan, baik profit maupun non-profit, baik syariah maupun non-syariah 

mengharuskan adanya pengawasan. Hal ini ditujukan sebagai langkah preventif 

terhadap siapapun yang perlu diawasi di dalam kinerja lembaga keuangan dari 

segi internal maupun eksternal lembaga perlu dilakukan pengawasan, agar tidak 

terjadi penyelewengan kinerja dan dana lembaga (korupsi).
5
 Begitu pula LPZ 

sebagai lembaga keuangan non-profit yang bergerak di bidang sosial-keagamaan 

yang berbentuk ibadah justru sangat membutuhkan pengawasan, supaya dana 

zakat (DSKL) yang dikumpulkan dan ditujukan sesuai dengan tuntunan syariat 

Islam dan akuntabel.
6
 Di sisi lain, pengawasan LPZ khususnya, juga ditujukan 

untuk menjamin kepercayaan kepada stake holders zakat di masing-masing 

negara. 

Pengaturan praktek pengelolaan zakat di Indonesia melalui peraturan 

perundang-undangan zakat yaitu UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 

2014 sebagai peraturan pelaksanannya dan masih banyak lagi turunan peraturan 

yang mengaturnya. Di dalamnya diatur pula mengenai substansi pengawasan bagi 

BASNAS dan LAZ (Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat) yaitu 

LPZ di Indonesia.  

Indonesia merupakan negara mayoritas berpenduduk muslim terbesar 

prosentasenya di dunia, tentunya memiliki potensi zakat yang besar pula. Akan 

tetapi hasil pengumpulan dana zakat (DSKL) yang berhasil dikumpulkan oleh 

LPZ di Indonesia tidak sebanding besarnya dengan potensi zakatnya. Begitu pula 

hasil DSKL yang terkumpul pun hingga kini belum cukup untuk mengatasi 

kemiskinan penduduk Indonesia, yang mayoritas penduduknya muslim.
7
 Padahal 

wajib zakat (zakat penghasilan) yang digalakkan pemerintah melalui regulasi 

zakat bagi para pejabat, perusahaaan, profesional, karyawan muslim, siapapun itu 
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yang berpenghasilan telah dilaksanakan di Indonesia yang dapat mengurangi 

wajib pajak jika dibayarkan melalui LPZ resmi yang terdaftar di Indonesia.
8
 

Ditambah lagi dengan kurang sadarnya masyarakat muslim Indonesia untuk 

membayarkan DSKLnya termasuk zakat melalui BAZNAS atau LAZ yang ada, 

dengan lebih memilih membayarkannya secara sendiri secara langsung, sehingga 

dampak sosialnya kurang luas dan tidak tercatat dalam data laporan pengelolaan 

zakat tahunan.
9
 Poin akhir di atas yang nantinya akan menjadi fokus kajian 

maslahah mursalah untuk mengkaji sebab adanya bentuk pengawasan yang ada di 

Indonesia. 

Negara Kuwait merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim, akan 

tetapi wilayahnya tidak luas, jumlah penduduknya lebih sedikit daripada 

Indonesia. Namun warganya mayoritas kaya, karena sebagai negara penghasil 

minyak dan rakyatnya berprofesi pengusaha minyak yang mapan secara 

ekonomi.
10

 Pengelolaan zakat di sana, pertama kali diatur melalui aturan tertulis, 

yaitu UU No. 5 Tahun 1982 dengan peraturan di bawahnya yang mengatur 

tentang pendirian Baituz Zakah (Zakah House) sebagai LPZ yang mengelola 

zakat.
11

 Penduduk di Kuwait sangat sadar dan antusias untuk membayarkan zakat 

melalui Zakah House, walaupun mereka tidak diwajibkan membayar zakat 

melaluinya. Ketika petugas Zakah House hendak mendata warga muslim Kuwait 

yang menjadi mustahik, justru mereka lebih memilih untuk menghindar dari 

pendataan, dan lebih antusias menjadi muzakki.
12

 Sehingga potensi zakat di 

Kuwait sama besarnya dengan Indonesia, bahkan hasil pengumpulannya lebih 

besar jumlahnya dibandingkan dengan dengan Indonesia, sehingga dana zakat 

yang mereka kumpulkan digunakan untuk membantu mengatasi kemiskinan dan 

problem sosial muslim luar negerinya.  

Maka dari itu, tentunya dalam praktik pengelolaan begitu pula 

pengawasannya pun memiliki persamaan dan perbedaan yang mencolok antara 

Kuwiat dengan Indonesia. Prinsip pokok syariat tentunya sama, namun melihat 

fakta sosial dan hajat masyarakat luas masing-masing negara, faktor-faktor 

pengawasan dan urgensi pengawasan, untuk kemaksimalan pengelolaan zakat, 

tentunya masing-masing pemerintah memilih cara pengawasan yang disesuaikan 

dengan cara yang berbeda-beda. Bentuk pengawasan yang diterapkan oleh 

pemerintah kedua negara tersebut merupakan bentuk dari penerapan maslahah 

mursalah yang tidak diatur oleh nash dan fikih zakat klasik.  
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Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai topik ini, namun penulis 

menggaris-bawahi yang terpenting untuk dikemukakan di sini yaitu, mengapa 

negara Kuwait yang dijadikan studi bandingnya. Hasil temuan penelitian skripsi 

yang ditulis Muhammad Ilyas, mengungkapkan bahwa pengelolaan zakat negara 

Kuwait terbilang unik, dengan regulasi yang memisahkan sifat dan model 

pungutan individu dengan partial model, sedangkan pungutan bagi zakat 

perusahaan dengan comprehensive model.
13

 Selanjutnya hasil temuan dari artikel 

jurnal yang ditulis oleh Mahadi Ahmad, Syed Khalid Rashid, Uzaima Ibrahim, 

Umar A. Osenim mengungkapkan bahwa tern positif pengelolaan zakat di Kuwait 

perlu dijadikan contoh model diberbagai negara.
14

 Kedua penelitian di atas sama-

sama berkesimpulan bahwa Kuwait adalah negara yang sangat baik dalam 

pengelolaan zakatnya, ditambah dengan kesadaran serat ketakwaan masyarakat 

muslimnya untuk membayarkan zakat, membuat dana zakat Kuwait berhasil 

menjadi dana yang digunakan untuk pengentasan kemiskinan Internasional.  

Selanjutnya dalam penjelasan lebih jauh dapat kami merumuskan 

pertanyaan rumusan masalah sebagai berikut; 1.) Bagaimana bentuk pengawasan 

LPZ di Indonesia? 2.) Bagaimana konsep maslahah mursalah yang diterapkan 

oleh Pemerintah Indonesia?  3.) Bagaimana bentuk pengawasan LPZ di Kuwait?  

4.) Bagaimana konsep maslahah mursalah yang diterapkan oleh Pemerintah 

Kuwait? Jawaban dari pertanyaan penelitian ini dalam kesimpulan, yang nantinya 

dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum, khususnya amandemen peraturan 

perundang-undangan zakat di Indonesia. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengkaji peraturan 

perundang-undangan zakat dari segi teori maslahah mursalah, dengan sajian data 

yang digali dari studi kepustakaan (library research). Identifikasi masalah-

masalah tersebut dengan menemukan faktor dan sebab dalam regulasi kedua 

negara dengan middle theory, melakukan penalaran hukum dengan grand theory, 

menganalisis masalah yang diteliti dengan membandingkan sebagai applied 

theory kedua hukum tersebut. 

PEMBAHASAN 

A. Amil Zakat 

Profesor Amin Suma, menjelaskan bahwa kata ―amil‖ dalam Q.S. At-

Taubah ayat 60 yang mengakomodir eksistensi zakat, ditafsirkan dengan 

beragam oleh para mufassir. Namun pada pokoknya mereka sepakat 

bahwa amil yaitu sekelompok orang yang melakukan perkerjaan dan 
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tanggung jawab dalam mengelola zakat.
15

 Fatwa MUI menjelaskan, bahwa 

amil yaitu “seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh 

pemerintah atau dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah 

untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat”.
16

 Istilah terkini, amil zakat 

yaitu “setiap orang atau pihak yang bekerja atau bertugas untuk 

mengumpulkan, mendayagunakan dan mendistribusikan zakat”.
17

  

 Amil dijelaskan dalam Q.S At-Taubah Ayat 60 sebagai penerima 

zakat, yang berbunyi: 

هَا وَالْمُؤَلمفَةِ قُ لُوْبُ هُمْ وَفِِ الرقِّاَبِ  اَ الصمدَقٰتُ للِْفُقَراَۤءِ وَالْمَسٰكِيِْْ وَالْعَامِلِيَْْ عَلَي ْ ِ وَابْنِ  اِنَّم وَالْغَارمِِيَْْ وَفِْ سَبِيْلِ اللّّٰ
 ِۗ ِ نَ اللّّٰ بِيْلِِۗ فَريِْضَةً مِّ ُ عَلِيْمٌ  السم حَكِيْمٌ وَاللّّٰ  

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, 

amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) 

hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan 

Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban 

dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.
18

  

 

Begitu pula Q.S. At-Taubah Ayat 103 berbunyi: 

مُْ ِۗ  رُهُمْ وَتُ زكَِّيهِم بِِاَ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنم صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لِم لِِمِْ صَدَقَةً تُطَهِّ يعٌ عَلِيمخُذْ مِنْ أمَْوَٰ ُ سََِ  وَٱللّم

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu 

kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk 

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi 

mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
19

 

Kedua ayat di atas tidak menjelaskan secara detail mengenai 

bagaimana kerja amil yang seharusnya secara paten. Tugas pokok amil, 

sebagaimana terdapat dalam nash adalah memungut, dan membagikan 

zakat. Adapun bagaimana pengembangan pengelolaannya disesuaikan 

dengan kebijakan pemerintah setempat yang disesuaikan dengan 

perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. 

B. Maslahah Mursalah 

Tidak semua hukum tertulis yang mengikat suatu masyarakat islam 

buatan pemerintah itu otentik bersumber secara langsung dari perintah 

ataupun larangan nash syar‘i. Justru kebanyakan di zaman modern ini 

banyak hukum yang dibuat oleh pemerintah atas dasar kemaslahatan dan 
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hajat hidup masyarakat luas sesuai dengan perkembangannya. Tak 

terkecuali hukum zakat di negara-negara modern yang mengatur dengan 

regulasi yang amat kompleks berbelit secara administrasinya. 

Pembentukan peraturan tertulis tentang zakat, di dalamnya mengatur pula 

pendirian LPZ sebagai representasi amil zakat, pengawasan bagi LPZ dsb. 

ini semua bukanlah perintah ataupun larangan dalam nash syar‘i. Akan 

tetapi pemerintah memandang itu semua perlu menjadi hukum yang 

mengikat dan wajib ditaati, agar ibadah zakat dapat berjalan sesuai 

esensinya tanpa ada penggelapan dana dan ketidaksesuaiannya dengan 

prinsip syariah, walaupun cara pengaturan dan prakteknya berbeda. 

Inilah hakikat maslahah mursalah yang membuat hukum itu tetap 

luas dan luwes untuk diterapkan dalam masyarakat, yang mana substansi 

suatu hukum dapat tercapai, sedangkan penunjangnya dapat dilakukan 

dengan berbagai cara yang terbaik. Selaras dengan definisnya yang 

dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf yaitu ―suatu bentuk maslahat 

atau kebaikan yang terdapat di dalam suatu hukum yang belum ditentukan 

oleh Syari‘ sehingga tidak ada dalil syar‘i yang memerintahakn ataupun 

melarangnya‖.
20

 

C. Maqashid Syariah 

Tujuan hukum syar‘i bagi mukallaf disebut sebagai tujuan syariat, 

yang memuat maksud dan tujuan dari Syari‘ membuat hukum tersebut. 

Menurut istilahnya, maqashid syariah adalah maksud dan tujuan yang 

karenanyalah Syari‘ mensyariatakan sesuatu kepada mukallaf dan wajib 

melaksanakannya di dunia dalm wujud lima tujuan utama; memelihara 

agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.
21

 Dari segi tingkatan zat dan 

urgensi dan kebutuhan atasnya, maslahat ini dibagi menjadi 3, yaitu 

maslahat dharuriyat (primer), hajiyat (sekunder), dan tahsiniyat (tersier). 

Maslahat dharuriyat menjadi kunci terlaksananya dua maslahat setelahnya, 

karena di dalamnya memuat kelima pokok tujuan syariat tadi.  

Misalnya dalam hal pengaturan dan pengawasan bagi LPZ, sesuai 

dengan tujuan pengawasan yaitu terciptanya adminstrasi zakat yang baik.
22

 

Baik di sini berarti rapi, akuntabel, tidak korupsi dan sesuai dengan syariat 

islam. Memelihara agama dan harta di sini nampaknya menjadi tujuan 

yang digariskan oleh pemerintah dengan menerbitkan aturan dan 

pengawasan sebagai wujud ikhtiar untuk mencapainya. Sebab jika melihat 

kompleksnya macam perkara kejahatan demi mendapatkan uang dengan 
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menghalalkan segala cara, ataupun keteledoran pegawai LPZ sehingga 

tidak akuntabel laporan keuangannya, tentunya dapat menghilangkan 

tujuan syariat dalam usaha menjaga agama (menunaikan ibadah zakat 

yang sah oleh muzakki dan tercapainya tugas amil mendistribusikan) dan 

menjaga harta (dana zakat tidak terdistribusikan secara layaknya ajaran 

islam, namun justru dikorupsi).  

 

D. Hukum Responsif 

Hukum responsif yang digagas oleh Nonet dan Selznick 

mengendaki bahwa hukum harus mengedepankan keadilan yang 

substansial. Tidak semata-mata memakai rule of law. Substansi keadilan 

yang dimaksud yaitu agar hukum selalu peka terhadap perkembangan 

masyarakat, dengan menawarkan procedural justice, berorientasi pada 

keadilan, kepentingan publik dan mengedepankan substansial justice.
23

 

Ketika lingkungan berubah keadaannya, maka peraturan-peraturan yang 

ada harus ditata ulang, tidak hanya sebagai pemenuhan kebijakan, namun 

juga melindungi otoritas hukum dan integritasnya itu sendiri ketika 

diaplikasikan.
24

 Ini menjadi sarana respon segala ketentuan-ketentuan 

sosial dan aspirasi publik, dengan sifat yang tebuka untuk menerima 

segala macam perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi 

publik. Walaupun hukum tampak sebagai norma-norma hukum, tetapi 

hukum merupakan hasil dari suatu proses sosial yang dibuat oleh usaha 

manusia dan senantiasa berubah-ubah keadaannya.
25

 

Peraturan perundang-undangan zakat pun demikian dalam 

merespon perkembangan sosial masyarakat kini, yang semakin kompleks 

dan modern, membuat hukum zakat di negara Indonesia dan Kuwait pun 

semakin modern dan disesuaikan dengan keadilan sosial masyarakatnya. 

Dahulu hukum zakat (fikih zakat) amat sederhana pembahasannya. 

Klasifikasi mustahik cukup mudah untuk ditemukan, namun makin ke sini 

mungkin sebagian mustahik yang disebutkan dalam Qur‘an sudah 

ditafsirkan dengan status sosial seseorang yang lain penyebutannya. Amil 

zakat dahulu hanya bertugas mengumpulkan, menghitungkan dan 

mendistribusikannya. Namun kini amil zakat sudah berbentuk badan 

hukum keuangan non-profit, yang bermacam-macam tugas dan komposisi 

manusia di dalamnya. Termasuk hukum zakatnya pun mengatur adanya 

pengawasan yang sangat prosedural dan profesional. Ini  semua 
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mempunyai dasar yang kuat atas kepentingan masyarakat umum di 

masing-masing negara yang hajat dan urgensinya berubah dan 

berkembang, membuat regulasinya pun berkembang pula.   

 

E. Pengawasan 

Pengawasan disebut juga dengan controlling terhadap suatu 

lembaga. Dalam manajemen, pengawasan merupakan kegiatan yang 

bertujuan untuk memastikan jika seluruh kegiatan operasional lembaga 

telah sesuai dengan rencana (pleaning) berdasarkan tujuan lembaga. 

Objeknya yaitu kesalahan, pelanggaran, kelalaian, dan penyimpangan 

dalam kepengusrusan suatu lembaga.
26

  

Melihat fungsi pengawasan dari dua bentuk, yaitu fungsi 

pengawasan kuantitas dan fungsi pengawasan kualitas. Pengawasan 

kuantitas dilakukan dengan cara menghitung terhadap objek yang dapat 

dihitung nilainya, seperti pengawasan terhadap sirkulasi keuangan suatu 

lembaga, apakah wajar atau tidak wajar laporannya antara pengeluaran, 

pemasukan dan hasil dari kerjanya. Sedangkan pengawasan kualitas adalah 

mengawasi terhadap objek pengawasan kinerja yang hanya dapat dinilai 

dari segi kualitasnya dan cenderung bersifat korektif atau preventif agar 

sesuai dengan tujuan lembaga dan senantiasa sebagai sarana 

mempertahankan kualitas kinerja lembaga.
27

  

Dalam pengawasan terhadap LPZ sebagai lembaga keuangan non 

profit, tentunya membutuhkan pengawasan kuantitas dan kualitas. 

Pengawasan kuantitas tertuju kepada wajar dan tidaknya sirkulasi 

keuangan yang ada. Sedangkan pengawasan kualitas ditujukan kepada 

apakah kegiatan pengelolaan zakat, infak dan shadaqah seluruhnya sesuai 

atau tidak sesuai dengan prinsip Islam. Di samping itu pengawasan juga 

dilakukan dari dalam (internal) dan luar lembaga (eksternal). Pengawasan 

internal dilakukan oleh pengawas internal lembaga itu sendiri sebelum 

nantinya diperiksa pengawas eksternal, sedangkan pengawasan eksternal 

dilakukan oleh pihak luar lembaga yang menilai, seperti Kementerian 

Agama dan Kantor Akuntan Publik dalam konteks mengawasi kinerja LPZ 

di Indonesia.   

  

F. Regulasi Pengawasan LPZ di Indonesia 
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Tujuan Pengelolaan zakat di Indonesia yaitu meningkatkan 

efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan 

meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

dan penanggulangan kemiskinan.
28

 Sehingga salah satu usaha untuk 

mencapai tujuan tersebut, pemerintah melalui regulasinya mengatur 

adanya pengawasan bagi LPZ (BAZNAS, dan LAZ) di Indonesia, dari 

pusat hingga daerah.  

Undang-undang zakat Indoensia mengatur bahwa ―Menteri 

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS 

Kabupaten/Kota dan LAZ. Gubernur dan Bupati atau Walikota melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Provinsi, BAZNAS 

Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
29

 Di sisi lain, pengawasan 

juga dapat dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengakses terhadap 

informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan 

LAZ, kemudian masyarakat dapat menyampaikan informasi apabila terjadi 

penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS 

dan LAZ.
30

  

BAZNAS sebagai lembaga zakat tertinggi, wajib menyampaikan 

laporan tertulis pelaksanaan pengeloaan zakat secara nasional yang 

akuntabel, sekali dalam setahun kepada DPR dan Presiden.
31

 Selain itu, 

Menteri setiap 6 Bulan dan akhir tahun harus menerima laporan tertulis 

dari BAZNAS.
32

 Pengawasan kuantitas tertuang dalam pengawasan 

laporan keuangan yang mana BAZNAS dan LAZ wajib diaudit oleh 

kantor akuntan publik, sedangkan dari segi kualitas kesesuaian syariah, 

BAZNAS dan LAZ wajib diaudit syariah oleh Kementerian Agama, begitu 

pula berlaku untuk BAZNAS dan LAZ Kabupaten/Kota.
33

 

Pengawasan juga tertuang dalam bentuk sanksi terhadap LPZ bagi 

mereka, apabila ketidaksesuaian diketahui dalam 3 bentuk dugaan; yaitu 

hasil pengaduan masyarakat, hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil 

audit syariah. Kemudian diadakan pula akreditasi LPZ yang dilakukan 

oleh Sub Direktorat Zakat Wakaf Kementerian Agama dengan tujuan 

fastabiqul khairat bagi masing-masing LPZ yang ada.
34

  

LPZ menjadi faktor instrument keberhasilan pengelolaan zakat di 

suatu negara. Kesadaran masyarakat membayar zakat tentuya tinggi 

seiring dengan jumlah pemeluk agama islam di Indonesia, namun 
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mengapa hasil dana zakat tidak dirasa cukup untuk mengentaskan 

kemiskinan, bahkan catatan hasilnya belum sesuai dengan potensi zakat 

yang ada. Tahun 2014 lalu, presentase pembayar zakat seacra langsung 

44%, penyaluran melalui masjid sebesar 36% penyaluran melalui pada 

LAZ 8,8% melalui BAZNAS 6% melalui amil dari ormas islam 5 %.
35

 

Artinya LPZ belum menjadi faktor instrumen yang cukup diminati oleh 

masyarakat islam di Indonesia. 

Tentunya ada sebab mengapa masyarakat belum banyak tergugah 

membayarkan zakat. Selain faktor kurangnya sosialisasi, masyarakat lebih 

memilih membayarkan zakatnya sendiri dengan adanya sebab – sebab lain 

tentunya yang menjadi penilaian masyarakat islam calon muzakki kepada 

LPZ yang ada. Titik fokus utama pengawasan kuantitatif dalam LPZ 

tertuju kepada akuntabilitas laporan sirkulasi keuangan, sedangkan 

pengawasan kualitas LPZ tertuju kepada kinerja dan kesesuaian syariah.  

Perlu kita lihat bagaimana kredibilitas LPZ di Indonesia, yang 

menyebabkan calon muzakki, dan masyarakat islam  lebih besar memilih 

membayarkan zakat, infak dan shadaqah secara mandiri.  

1. Dari sisi keuangan 

Pengawasan keuangan perlu dilakukan gua mencegah 

terjadinya kejahatan keuangan dalam praktek korupsi dan 

penggelapan dana zakat, infak dan shadaqah. Mengapa ini 

penting diterapkan di seluruh lembaga keuangan, apalagi di 

Indonesia? Karena data terakhir IPK yang penulis dapat 

(Indeks Persepsi Korupsi) Indonesia 2022 masih berada di skor 

34.
36

 Korupsi di Indonesia seakan sudah mendarah daging, 

yang tak kunjung musnah. Tak terkecuali praktik korupsi di 

LPZ pun terjadi.
37

 

2. Kepatuhan Syariah / kesesuaian Syariah 

Kualitas kesesuaian syariah dan profesionalitas kinerja LPZ 

menjadi perlu untuk diawasi dan dinilai. Adanya pengawasan 

ini guna memastikan bahwa dana yang diperoleh, 

dikumpulkan, dan disalurkan sesuai dengan prinsip-prinsip 

syar‘i. Sehingga muzakki yang menunaikan ibadah zakat, dapat 

muzakki dan amil zakat (staf LPZ) dapat meraih kehidupan 

yang berkah secara kerohanian, dan mustahik zakat pun 

menerima manfaatnya secara tepat sasaran dan menerima 

manfaat yang maksimal. Dua hal yang dapat merusak kualitas 

prinsip kesesuaian syariah, yaitu : 
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a. Kecacatan Sirkulasi Keuangan 

Ketika korupsi dan penyelewengan dana zakat, 

infak dan shadaqah masih terjadi, maka sudah tentu 

pengelolaan dana tersebut tidak sesuai dengan prinsip 

syariah. 

b. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan 

zakat 

Tidak semua yang menjadi Komisaris, Direktur 

Utama, Ketua Lembaga, hingga karyawan yang bekerja 

pada LPZ di Indonesia (BAZNAS dan LAZ) adalah orang 

yang sepenuhnya 100% ahli dalam bidang zakat, karena 

terdiri dari macam-macam kalangan profesi. Ditambah 

dengan manusia pasti selalu ada khilaf dan kelalaian di 

dalam bekerja dan mengelola zakat. Maka dari itu perlu 

adanya sertifikasi amil zakat bagi mereka yang bekerja di 

LPZ sebagai wajud ikhtiar mendapatkan amil zakat yang 

profesional.
38

 Begitu pula bagi pimpinan dan anggota 

BAZNAS memiliki standart kompetensi yang harus 

dimiliki.
39

 

Pemerintah dalam hal ini harus berdiri sebagai regulator yang 

menjamin terselenggaranya pengelolaan zakat yang akuntabel dan sesuai 

dengan prinsip syariah, agar mendapatkan berkah kehidupan di dunia dan 

di akhirat, melalui LPZ resmi, di mana itu sebagai faktor istrumen 

penyadaran masyarakat membayar zakat yang terarah luas kegunaannya. 

Melihat uraian singkat terkait kondisi sosial masyarakat di Indonesia, 

dengan berbagai kompleksnya permasalahan dan kebutuhan, semakin 

majunya perkembangan zaman, maka pemerintah Indonesia membentuk 

regulasi yang komplek pula disesuaikan dengan kemaslahatn yang dituju 

dengan melihat hajat dan urgensi internal negara, dengan memandang 

perlu diatur dengan hukum positif yaitu UU zakat dengan segala bentuk 

peraturan turunannya. Pengawasan internal maupun eksternal, baik 

kuantitas maupun kualitas terhadap LPZ telah diatur sedemikian rumit.  

Namun masih saja kebobolan dengan masih adanya korupsi dan 

penyelewengan dana zakat. Bagaimana jika hal ini dibuat longgar 

aturannya, dengan jiwa dan watak bobrok sebagian besar koruptor masih 

saja terjadi di semua lini lembaga keuangan. Inilah mengapa masyarakat 

masih sedikit yang minat membayarkan zakat, infak dan shadaqahnya 

melalui LPZ, karena kurang percaya dengan LPZ. Bahkan pemerintah pun 

mewajibkan membayar zakat bagi karyawan muslim dan mengurangi 
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pajak penghasilannya jika dibayarkan melalui LPZ yang berbadan hukum 

resmi.  

 

G. Regulasi pengawasan LPZ di Kuwait 

Seiring berkembangnya zaman, pengelolaan zakat di Kuwai diatur 

secara melembaga dengan LPZ bernama Baituz Zakah (Zakah House) 

Sebelumnya pengelolaan zakat, infak dan shadaqah dilakukan oleh amil 

perseorangan ataupun kelompok amil secara suka rela, tanpa adanya 

pengaturan tertulis dan mengikat. UU zakat pertama kali diterbitkan pada 

tahun 1982 tentang pendirian Baituz Zakah, dibawah Kementerian Waqaf 

dan Urusan Islam, Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja dan Kementerian 

Keungan Kuwait.
40

 Selanjutnya semakin kemari, diatur pula hukum zakat 

perusahaan dengan UU No. 46 Tahun 2006.       

Pengawasan terhadap Baituz Zakah Kuwait sama halnya dengan 

Indonesia dengan adanya pengawasan internal lembaga, maupun 

paengawasan eksternal lembaga. Selain itu, mengingat Baituz Zakah 

adalah lembaga keuangan syariah, maka tentu di dalamnya memakai 

metode pengawasan kuantitatif dan kualitatif. Akan tetapi praktek dan 

caranya tidak dapat disamakan, antara pengawasan LPZ di Indoensia 

dengan pengawasan Baituz Zakah di negara Kuwait. 

Usaha menjamin kualitas lembaga Baituz Zakah yang profesional, 

dan sesuai dengan syariat islam, sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat 

muslim negara ini, pengawasan eksternal hanya dari Kementerain Waqf 

dan Urusan Islam dengan menerima laporan akhir dari Direksi Baituz 

Zakah. Sedangkan regulasinya lebih menekankan kepada pengawasan 

internal lembaga. Melalui regulasinya, yaitu Keputusan Menteri Waqf dan 

Urusan Islam No. 16 Tahun 1994 menekankan kinerja seluruh struktur 

pengurus Baituz Zakah dengan secara ketat melalui rapat-rapat antar 

pimpinan, maupun antar pimpinan dan anggota lembaga secara sering dan 

rutin, dan kehadirannya pun wajib memenuhi kuorum.
41

 Apabila kehadiran 

peserta rapat  tidak memenuhi kuorum, maka keputusan tidak dapat 

diambil oleh pimpinan. Dalam rapat pun seluruh peserta wajib melaporkan 

hasil kinerjanya dan mengemukakan seluruh permasalahan yang dijumpai. 

Rapat-rapat yang disiplin ini dipimpin oleh Komisaris dan Dewan Direksi 

dalam rapat-rapat pimpinan, sedangkan untuk rapat-rapat pimpinan dan 

anggota dipimpin oleh Kepala Baituz Zakah. Jika rapat dinyatakan sesuai 
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dengan panduan, dan suatu keputusan telah dikeluarkan, maka 

keputusannya pun tidak dapat dapat diubah.
42

 

Selain dari itu, para pimpinan lembagalah yang mengawasi kinerja 

lembaga, dan bertanggung jawab dengan seluruh rangkaian kegiatan 

kinerja Baituz Zakah. Mereka dapat mengeuarkan kebijakan internal 

lembaga utuk mengelola Baituz Zakah agar kinerjanya dapat efektif dan 

sebaik-baiknya.
43

  

Kemudian mereka juga sangat menekankan kepada kualitas 

manusia dan Sumber Daya Manusia (SDM) para pekerja Baituz Zakah 

(amil zakat) dalam memperkerjakan karyawan. Mereka harus betul-betul 

paham dengan hukum-hukum zakat yang ada, dan berpegang teguh kepada 

tuntunan pengelolaan zakat yang ada dalam regulasi. Sehingga minim 

kesalahan yang terjadi, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas 

lembaga.
44

 

Selain itu, Baituz Zakah memiliki Dewan Pengawas Syariah 

sendiri dari internal lembaga. Mereka bertugas untuk meninjau aturan, 

memeriksa terhadap seluruh kinerja, mengemukakan pendapat dari sudut 

pandang syariat islam, memeriksa ketentuan tertulis dan model kinerja, 

prinsip pengumpulan, pendayagunaan dan distribusi, serta memeriksa 

ketika ada dugaan terjadi pelanggaran dan penyelewengan syariat islam 

dari Baituz Zakah.
45

 

Bendahara memiliki peran pula dalam pengawasan internal dari 

segi keuangan. Tugas utama dalam pengawasan yaitu memastikan sejauh 

mana rancangan anggran yang akan disampaikan kepada pimpinan Baituz 

Zakah mematuhi aturan yang ada dengan seluruh rentetan prosesnya. 

Sehingga nanti laporannya lengkap dan kredibel ketika disampaikan dalam 

bentuk rancangan final. Kemudian pimpinan menyampaikan kepada 

atasannya, guna dibahas kembali untuk disetujui dan dilaporkan kepada 

Kementerian Keuangan.
46

  

Kuwait walapun negaranya lebih kecil secara wilayah dan jumlah 

penduduknya jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia, zakat, infak dan 

shadaqah sudah menjadi kesadaran akan tuntunan agama. Namun mereka 

hampir seluruh warga negaranya yang mayoritas muslim pun memiliki 
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penghasilan yang tinggi. Angka kemiskinan di Kuwait dapat dibilang tidak 

ada. Hampir seluruh warga muslimnya menjadi muzakki. Bahkan petugas 

Baituz Zakah kesulitan untuk mencari dan mendata warga Kuwait yeng 

berhak menjadi mustahik zakat. Sebab sulitnya dicari yaitu disamping 

mereka adalah orang kaya, di sisi lain pula mentalitas mereka cenderung 

malu jika menjadi mustahik dan senantiasa berusaha untuk menjadi 

muzakki, sehingga mereka pun menghindar dari pendataan sebagai 

mustahik zakat. Dampak dari ini semua, yaitu potensi ZISnya besar dan 

hasil pengumpuan dana zakat, infak dan shadaqah membludak setiap 

tahunnya. Dapat dikatakan pula bahwa pengentasan kemiskinan intenal 

negara telah usai, sehingga Kuwait sering terlibat dalam usaha 

pengentasan kemiskinan warga muslim negara lain yang lebih 

membutuhkan, dengan dana ZIS mereka dapat berperan dalam usaha 

pengentasan kemiskinan Internasional. 

Selain itu, warga muslim Kuwait memiliki tingkat kepercayaan 

yang tinggi terhadap Baituz Zakah, walaupun tanpa adanya paksaan. 

Sebab baituz zakah dikelola dengan professional, menjamin kualitas dan 

akuntabilitas lembaga, dan korupsi bukanlah mental warga negara Kuwait. 

Sehingga pengawasan terhadap Baituz Zakah pun ketat dan praktek dari 

segi internal, sedangkan eksternal tidak terlalu melibatkan banyak institusi 

untuk mengawasinya. Regulasi tertulis juga cukup sederhana yang diatur 

dalam UU berjumlah 5 pasal kemudian hal-hal teknisnya diatur dengan 

Keputusan-Keputusan Menteri dibawahnya. 

KESIMPULAN  

1. Pengawasan LPZ di Indonesia diatur dengan regulasi yang sangat 

kompleks, mulai dari hierarki peraturan perundang-undangan yang 

tertinggi, hingga terendah. Bentuk pengawasannya pun  sangat ketat bagi 

kinerja LPZ yang diawasi dari seluruh penjuru arah, baik intenal maupun 

ekstrenal lembaga. Selain itu, terdapat pula akreditasi yang membuat antar 

LPZ terpacu untuk meningkatkan kualitas lembaga, untuk mendapatkan 

nilai akreditasi baik, sehingga membuahkan hasil dengan tertariknya 

muzakki untuk membayarkan zakatnya kepada LPZ tersebut. 

2. Dengan berdasar pada tujuan pengawasan LPZ yaitu, kualitas kinerja, 

kesesuaian syariah dan akuntabilitas keuangannya, maka dasar yang 

menjadi pokok pikiran penerbitan regulasi adalah faktor sosial yang 

mempengaruhi kedua tujuan tersebut. Indonesia dengan tingginya IP 

Korupsi dan seakan-akan menjadi budaya manusia, serta SDM mungkin 

yang dipandang tidak selalu sempurna, ditambah dengan kurang sadarnya 

masyarakat membayarkan zakatnya melalui LPZ, maka pemerintah 

melalui regulasi zakat membuat hukum zakat yang kompleks ketat, 

sebagai wujud usaha agar zakat di Indonesia dapat dikelola dengan baik, 

mendapat kepercayaan masyarakat islam, sehingga hasil dan potensinya 

sama besarnya. 



3. Pengawasan Baituz Zakah Kuwait sebagi LPZ yang resmi, cukup 

sederhana. Penekanan pengawasan internal sangat ditekankan dengan 

ditandai diaturnya ketentuan rapat-rapat pimpinan dengan anggota 

lembaga dengan Keputusan Menteri Waqaf dan Urusan Islam yang cukup 

tinggi hierarkinya. Regulasi zakat di Kuwait sangat sederhana dan singkat 

yang UUnya terdiri dari 5 pasal saja. Selain itu mereka memiliki Dewan 

Pengawas Syariah internal lembaga sendiri guna mengawasi kepatuhan 

syariah lembaga. Adapun audit keuangan tetap melalui kantor akuntan 

public luar lembaga. Artinya mereka menjamin kualitas dan kuantitas hasil 

dana ZIS dengan melibatkan orang internal saja. Pengawasan dari luar 

hanya melaporkan hasil kinerja secara rutin kepada menteri. 

4. Regulasi yang singkat dan praktek pengawasan yang sederhana tersebut 

disesusaikan dengan kondisi masyarakat Kuwait. Untuk faktor 

pengawasan keuangan, korupsi bukan menjadi budaya masyarakat Kuwait, 

apalagi dana sosial keagamaan, penduduknya rata-rata berpenghasilan 

tinggi dan menjadi muzakki, serta tidak bermental penerima sumbangan. 

Tingkat kepercayaan dan kepuasan publik muslim terhadap kinerja Baituz 

Zakah tinggi, dengan ditandai tanpa adanya kewajiban membayarkan ZIS  

melaluinya, namun masyarakat dengan sadar mebayarkan zakat melalui 

Baituz Zakah, sehingga potensi dan hasilnya selaras sama besarnya. Maka 

dari itu, pemerintah Kuwait memandang perlu untuk dipertahankan dan 

ditingkatkan lagi dengan membentuk regulasi tertulis yang menekankan 

pada kualitas internal lembaga dengan sederhana dan menyesuaikan 

kebutuhan masyarakat luas, serta menyesuaikan perkembangan zaman. 
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